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KESIMPULAN DAN SARAN

3.1  Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan terhadap
Disparitas antar Propinsi di Pulau Sumatera: Studi Kasus Tahun 2003-2006, adalah
sebagai berikut:

1. Berdasarkan tipologi daerah (Tipologi Klassen), propinsi di Pulau
Sumatera dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan
PDRB per kapita menjadi empat kelompok, yaitu propinsi Kepulauan
Riau termasuk propinsi yang relatif cepat maju dan cepat tumbuh, propinsi
Nanggore Aceh Darussalam dan Riau termasuk propinsi relatif maju tapi
tertekan, Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera
Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung merupakan
propinsi yang relatif berkembang cepat, dan propinsi yang masuk dalam
kategori propinsi relatif tertinggal tidak terdapat di Pulau Sumatera.

2. Pada periode pengamatan tahun 2003-2006 terjadi kecenderungan
penurunan pada ketimpangan yang dianalisis dengan menggunakan
indeks Williamson. Hasil dari analisis ini dapat disimpulakan bahwa
tingkat ketimpangan yang terjadi di Pulau Sumatera nilai ketimpangannya
semakin kecil atau makin merata. Berdasarkan analisis indeks

ketimpangan entropi Theil dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan
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yang terjadi di Pulau Sumatera pada periode tahun 2003-2006 terjadi
kecenderungan penurunan ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat ketimpangan antarpropinsi di Pulau Sumatera pada periode

tersebut nilainya semakin kecil atau makin merata.

3.2  Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran untuk
pemerintah propinsi/daerah di Pulau Sumatera agar perencanaan pembangunan
propinsi/daerah diprioritaskan pada:

1. Daerah yang relatif maju dan cepat berkembang

Kebijakan pemerintah daerah yaitu Propinsi Kepulauan Riau untuk

mempertahankan laju pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya agar laju

pertumbuhannya tetap stabil dengan strategi menarik investasi dan promosi

daerah perlu terus ditingkatkan.

2. Daerah yang relatif maju tapi tertekan
Dibeberapa tahun propinsi Aceh Nanggroe Darussalam mengalami
penurunanan pertumbuhan ekonomi hingga minus. Untuk menaikan laju
pertumbuhannnya maka disarankan agar kebijakan ekonomi daerah tersebut
lebih difokuskan kepada perbaikan sistem sarana dan prasarana umum agar
kegiatan ekonomi propinsi ini dapat lebih dioptimalkan. Kebijakan daerah
propinsi Riau diharapkan lebih difokuskan kepada peningkatan sektor

unggulan, karena propinsi ini pada tahun 2002 telah mengalami pemekaran
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kabupaten sehingga sempat mengalami penurunan PDRB. Dengan
memfokuskan kembali sektor unggulan maka diharapkan laju pertumbuhan
PDRBnya dapat kembali optimal.

. Daerah yang relatif berkembang cepat

Yaitu Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Semua propinsi yang
masuk dalam kategori ini mempunyai pertumbuhan yang tinggi tetapi jumlah
pendapatan per kapita masih relatif rendah, sehingga diharapkan kebijakan
masing-masing daerah/propinsi lebih ditekankan kepada peningkatan sumber
daya manusia (SDM) masing-masing daerah, agar sektor-sektor unggulan dan
sumber daya alam (SDA) yang ada di setiap masing-masing propinsi dapat
dikelola lebih baik, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan daerah akan lebih optimal
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